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SALINAN PUTUSAN
Nomor : 77 /Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHI IM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili
perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan
Majelis Hakim dan telah menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut, dalam perkara antara

TERGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Kary.Swasta, tempat tinggal di SURABAYA, yang dalam
perkara banding ini menguasakan kepada SITI
MUNAWARCH, S.H., dan SOENARDIONO, S.H., MMH., para
advokat dari Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya, berkedudukan di
Jalan A.Yani No.114 Surabaya, semula TERGUGAT
sekarang PEMBANDING ;

L AWAN
PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Kary.Swasta, tempat tinggal di GRESIK,
semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala wuraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
849/Pdt.G/2006/PA.Gs tanggal 22 Januari 2007 M. bertepatan
dengan tanggal 03 Muharram 1428 H., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut

MENGADIL |

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI)
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terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama  Gresik untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya  meliputi tempat kediaman  Penggugat dan
Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;

4. Membebankan kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadil an Agama Gresik, bahwa
Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal
31 Januari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
849/Pdt.G/2006/PA .Gs. tanggal 22 Januari 2007 M.
bertepatan dengan  tanggal 03 Muharram 1428 H dan

permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak

lawan ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding
tanggal 06 Maret 2007 sedangkan Terbanding
mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2007

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut
peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama
meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari
Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-

surat  bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan
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dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang
diajukan para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Gresik Nomor : 849/Pdt.G/2006/PA.Gs
tanggal 22 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 03
Muharram 1428 H dan setel ah pula memperhatikan
pertimbangan  hukum hakim tingkat pertama, mempel aj ari
memori  banding Pembanding dan kontra memori Terbanding,
Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui  putusan hakim
tingkat pertama tersebut, karena tidak salah  dalam

menerapkan hukum, sehingga

dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan
Tinggi  Agama untuk memutus perkara ini, akan tetapi
Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah  pertimbangan

sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang
ditemukan dalam persidangan hakim tingkat pertama telah
ternyata bahwa : keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat selalu berselisih dan bertengkar secara terus
menerus, mereka telah berpisah + 1 tahun Ilamanya dan
keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan
akan tetapi tidak berhasil sedangkan dalam berita acara-
berita acara pemeriksaan persidangan ternyata hakim
tingkat pertama selalu mendamaikan kedua belah pihak pada
setiap  kali persidangan, dengan demikian maka alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No0.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam telah terbukti secara alternatif pada huruf (f),
oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut
perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
ternyata hakim tingkat pertama telah melak sanakan
ketentuan- ketentuan Pasal 39 Undang- Undang No 1 Tahun
1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal
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82 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga
dengan kondisi seperti ini hanya akan menambah madharat
bagi masing- masing pihak, sesuali dengan pendapat DR
Musthafa As-Sibai dalam kitab Al-Mar’atu Bainal Fighi Wal-
Qanum halaman 100 vyang diambil alih sebagai pendapat

Pengadilan Tinggi Agama :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak
dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu
akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap
pendidikan anak- anak dan perkembangan mereka, dan tidak
ada kebaikannya mengumpulkan dua orang Yyang saling
membenci,dan kadang- kadang apapun yang

menj adi penyebab perselisihan itu, bai k yang
membahay ak an atau patut diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara kedua suami isteri ini, mudah- mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan
lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang

baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding
mohon agar Pembanding dinyatakan sebagai pemegang hak
asuh/hak wali terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa  terhadap permohonan tersebut,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan
tersebut merupakan gugatan rekonpensi, sedangkan menurut

Pasal 132 ayat (1) HIR Rekonpensi hanya dapat diajukan
pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan waktu yang

masih dapat ditoleransi adalah sebelum pembuktian, oleh
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sebab itu permohonan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama
tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- Undang No.3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani
membayar biaya banding sebagaimana termuat dalam amar
putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan ;

MENGADIL |
1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor

849/Pdt.G/2006/ PA.Gs tanggal 22 Januari 2007 M
bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H ;

3. Membebankan biaya banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada
hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 M. bertepatan
dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1428 H. dalam sidang
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
dipimpin oleh kami Drs. H. YUSUF CHOTIB, S.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. MUWHTADIN, S.H., dan Drs. H. AHMAD,
S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi
oleh para Hakim  Anggota dan dibantu oleh DIAH
ANGGRAENI, S.H., sebagai Panitera  Pengganti , dengan
tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
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ttd. tt

Drs. H. MUHTADIN, S.H.
Drs. H. YUSUF CHOTIB,
HAKIM ANGGOTA, S.H.
ttd.

Drs. H. AHMAD, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t

td.

DIAH ANGGRAENI, S.H.
Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Administrasi ------- Oleh
Rp. 75.000,- PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
2. Pemberkasan  ------ SURABAYA,
Rp. 69.000,-
3. Meterai

............. Rp. H. TRI HARYONO, S.H.
6.000, -

Jumlah  ------------
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh

ribu rupiah)
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